PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR s 067/11/2023
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGELOLAAN ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN TRANS JATENG

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

Mengingat

a.

i

bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Balai Transportasi
Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana tugas teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
di bidang pengelolaan transportasi Jawa Tengah;

bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan
pengelolaan Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya
Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Angkutan
Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas tentang Standar Operasional Prosedur
Pengelolaan Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Angkutan
Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IlI, Lampiran IV,
Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII,
Lampiran [X, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII,
Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI,
Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX,
Lampiran XXI, Lampiran XXII, dan Lampiran XXIII Keputusan
ini.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum

KESATU, terdiri dari :

a. Standar Operasional Prosedur Persiapan Operasional:

b. Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Kesiapan
Operasional Bus;

c. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penumpang
Dalam Bus;

d. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Bus di Halte;

e. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penumpang
Prioritas;

f. Standar Operasional Prosedur Penanganan Penumpang
Sakit;

g. Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak Asusila;

h. Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak
Pencopetan;

i. Standar Operasional Prosedur Penanganan Kecelakaan Bus
Kategori Sedang;

J. Standar Operasional Prosedur Penanganan Kecelakaan Bus
Kategori Berat;

k. Standar Operasional Prosedur Penanganan Kerusakan
Bus;




KEDUA

KETIGA

Standar Operasional Prosedur Penanganan Awak
Kendaraan Sakit;

. Standar Operasional Prosedur Penanganan Barang

Tertinggal,

. Standar Operasional Prosedur Penanganan Sampah Cair;
. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembayaran

Tiket;

. Standar Operasional Prosedur Daily Activity Cleaning;
. Standar Operasional Prosedur General Activity Cleaning;
. Standar Operasional Prosedur Menaik Turunkan

Penumpang pada Halte TPB yang rusak;

. Standar Operasional Prosedur Penanganan Kecelakaan

pada Halte;
Standar Operasional Prosedur Penanganan Kejadian Luar
Biasa;

. Standar Operasional Prosedur Pencapaian Kinerja Petugas;
. Standar  Operasional Prosedur Penerbitan  Surat

Peringatan; dan

w. Standar Operasional Prosedur Permohonan Cuti.

Masing-masing pejabat yang membidangi secara melekat dan
terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur serta hasilnya dilaporkan kepada Kepala
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah setiap triwulan
melalui Kepala Balai Trasnportasi Jawa Tengah.

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Jamari 2023

2ERHUBUNGAN




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMERIKSAAN KESIAPAN OPERASIONAL BUS
ANGKUTAN AGLOMERASI TRANS JATENG

Jalan Siliwangi Nomor 355 - 357 Semarang 50146 Telepon 024-7604640, 7605660, 7605699
Faksimile: 024-7607697 Laman http: / /www.perhubungan.jatengprov.go.id;
Surat Elektronik: perhubungan@jatengprov.go.id




LAMPIRAN [

PERATURAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR s 067/11/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERSIAPAN
OPERASIONAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh Kepala Dinas Perhubungan

DINAS PERHUBUNGAN

Provinsi Jawa Tengah

PROVINSI JAWA TENGAH Henggar Budi Anggoro, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19710914 199703 1 006
Nama SOP Persiapan Administrasi Operasional
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

|

2.

3.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknik Penyusunan dan Penetapan
Standar Pelayanan Minimal,;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian

Standar Pelayanan Minimal,

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan
Massal Berbasis Jalan;

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan

Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98
Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam
Trayek;

- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

1. Memahami penyusunan laporan kegiatan;
2. Memahami tugas dan fungsi persiapan operasional;
3. Memahami materi kegiatan.




8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

PERALATAN/PERLENGEKAPAN

KETERKAITAN

1. Prosedur Kerja Admin Kasir
2. Prosedur Kerja Pramujasa
3. Prosedur Kerja Timer

1. Alat e-Ticketing;
2. Alat Finger Print
3. All Form Operasional

PERINGATAN

4. Prosedur Kerja Pengawas Perjalanan Angkutan
PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Apabila proses tidak cermat maka akan terjadi inefisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan penggunal
jasa Angkutan Aglomerasi Trans Jateng

1. Pencatatan secara manual dengan lembar kerja petugas (form) dan diparaf oleh]

pelaksana terkait,
2. Pendataan secara elektronik (komputer) dan dilaporkan ke pejabat terkait.




Pelaksana Mutu Baku
S & g — : — e e :  KReterangan
Admin Kasir | Pramujasa Timer PPA Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
1. |Pelaksana wajib hadir paling lambat 15 menit
sebelum operasional untuk mempersiapkan ( ) ( ) ( ) ( )
administrasi dan prasarana operasional
2. |Admin kasir mempersiapkan presensi (finger 1. Alat Finger print 5 menit Presensi siap |Prosedur Kerja Admi
print/dan form presensi manual) bagi pramujasa, Ej ) Kasir
Timer, dan PPA) 2. Form presensi manual
3. |Admin kasir memeriksa kesiapan alat e - ticketing, 1. Daftar serah terima kertas | 5 menit | Perlengkapan [Prosedur Kerja Admi
kertas roll thermal, dan ketersediaan tiket manual roll thermal Transaksi siap |Kasir
beserta form yang digunakan 2. Daftar serah terima alat e-
Ticketing
3. Daftar serah terima tiket
manual
4. |Admin kasir mempersiapkan dan menyerahkan 10 Form 1. Prosedur Kerja
kelengkapan form operasional 1 I = = ] 1. Form KM menit |Operasional Siap Admin Kasir
2. Form LMB, Form LMPH
3. Alat E-ticketing dan Tiket 2. Prosedur Kerja
........ tidak manual Pramujasa
‘: 4. Form Lembar hasil
1
{ va penjualan tiket manual
5. Form Pemeriksaan 3. Prosedur Kerja
| “ltidalk Kendaraan Timer
E 6. Form LHKT
ya 7. Form LHPP
) 4. Prosedur Kerja P
————————— - S P 8. Alat pendeteksi uang palsu =
i
9. Cairan antiseptik
ya 10. Alat ukur suhu tubuh
5. |Admin kasir memastikan pramujasa login alat e- 2 Shift | Operasional hari [Prosedur Kerja Admi
ticketing dengan benar |_J | ini siap Kasir
I:J )
6. |Pramujasa, Timer, dan PPA melaksanakan tugas All form 2 Shift | Operasional hari |Prosedur Kerja Adm:

masing - masing

ini siap

Kasir




Admin kasir selama operasional mempersiapkan dan

mengecek form reKapitulasi pendapatan dan jumlah

2 Shift |Administrasi siap|Prosedur kerja Admin

penumpang per rit, mempersiapkan form lembar
hasil penjualan tiket manual, mengecek ketersediaan
kertas thermal dan tiket manual, mengecek LMB
pramujasa tiap rit, mempersiapkan form dan
perlengkapan operasional lainnya, meliputi : Form
tukar jadwal, Form Berita Acara Barang Tertinggal,
Form datang terlambat/pulang cepat, Form Berita
Acara Kelebihan setoran

A.ca.mr‘ -

o | | 5 " KETERANGAN SIMBOL |
No | SIMBOL IR SEBUTAN _ 3 o 3 DEFINISI

1. Terminator Simbel ini digunakan untuk menggambarkan awail/mulai dan akhir suatu bagan alir.

2. Proses Simbol ini digunakan untuk menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan.

3. : Pengambilan Keputusan Simbol ini digunakan untuk menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pelaksanaan kegiatan.
4, U Konektor Simbol ini digunakan untuk menggambarkan perpindahan aktivitas dalam halaman yang berbeda.

8, l | Garis alir Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan atau arah instruksi langsung.
6.

' Garis alir putus-putus

e
‘.-_

instruksi tidak langsung

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan yang harus diperbaiki atau arah]




SOP PERSIAPAN OPERASIONAL
1.

Pelaksana wajib hadir paling lambat 15 menit sebelum operasional untuk
mempersiapkan administrasi dan prasarana operasional.

Admin Kasir mempersiapkan kelengkapan presensi (finger print/face print
dan form presensi manual) bagi pramujasa, timer, dan PPA.

. Admin Kasir memeriksa kesiapan alat e-Ticketing, kertas thermal dan

ketersediaan tiket manual beserta formnya, yaitu:
a. Daftar serah terima kertas thermal;
b. Daftar serah terima alat e-Ticketing;
c. Daftar serah terima tiket manual; dan
Admin Kasir menyerahkan kelengkapan operasional untuk:
a. Pramujasa
1) Form KM (Kilometer Busj;

2) Form LMB (Lembar Muatan Bus), form LMPH (Lembar Muatan
Penumpang Halte} untuk PPT;

3) Alat e-Ticketing dan tiket manual;

4) Kertas thermal;

5) Alat pendeteksi uang palsu;

6) Cairan antiseptik; dan

7) Alat ukur suhu,
b. Timer

1) Form Pemeriksaan Kendaraan; dan

2) Form LHKT (Lembar Harian Kerja Timer}.
c. PPA

Form LHPP (Lembar Harian Pemeriksaan Pengawas).
Admin Kasir memastikan pramujasa login alat e-ticketing dengan benar,
Pramujasa, Timer dan PPA melaksanakan tugas masing-masing.
Admin Kasir selama operasional:
a. mempersiapkan dan mengecek form rekapitulasi pendapatan dan
jumlah penumpang per rit;
mempersiapkan form lembar hasil penjualan tiket manuai;
mengecek ketersediaan kertas thermal dan tiket manual;
mengecek LMB pramujasa tiap rit; dan

® Ao o

mempersiapkan form dan perlengkapan operasional lainnya, meliputi:
1} Form tukar jadwal;
2) Form Berita Acara Barang Tertinggal;




3) Form datang terlambat/pulang cepat; dan

4) Form Berita Acara Kelebihan Setoran.

KE,PAL;’L DINAS RERHUBUNGAN
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERSIAPAN OPERASIONAL
ANGKUTAN AGLOMERASI TRANS JATENG

Jalan Siliwangi Nomor 355 - 357 Semarang 50146 Telepon 024-7604640, 7605660, 7605699
Faksimile: 024-7607697 Laman http://www.perhubungan.jatengprov.go.id;
Surat Elektronik: perhubungan@jatengprov.go.id




LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR s 067/11/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN KESIAPAN
OPERASIONAL BUS

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah

DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI JAWA TENGAH Henggar Budi Anggoro, ST, MT
Pembina Utama Muda

NIP. 19710914 199703 1 006

Nama SOP Pemeriksaan Kesiapan Operasional Bus
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah 1. Memahami penyusunan laporan kegiatan;
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta ' ) . .
Kerja; 2. Memahami tugas dan fungsi pemeriksaan kelaikan bus;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 3. Memahami materi kegiatan.
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknik Penyusunan dan
Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan
Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;




6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan
Crang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum dalam Trayek;

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGHAPAN
1. Prosedur Kerja Timer 1. Form BAFLJ
2, Prosedur Kezja Petugas Operasional (OPS) 2. STNK
3. Prosedur Kerja Pramudi 3. Buku KIR
4. Prosedur Kerja Pramujasa 4. Form KM Operator
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila proses tidalt cermat maka akan terjadi inefisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan| 1. Pencatatan secara manual dengan lembar kerja petugas (form) dan diparaf oleh
pengguna jasa Angkutan Aglomerasi Trans Jateng pelaksana terkait,

2. Pendataan secara elektronik (komputer) dan dilaporkan ke pejabat terkait.




. [Bus siap di pool 10 menit sebelum jam

- lampu dashboard

pemberangkatan awal D
. |Pemeriksaan kebersihan bagian luar bus dan - Form BAPLJ 2 menit| Bus Laik Jalan . Prosedur Kerja
kodisi bus sesuai form pemeriksaan <3 Timer
kendaraan | L eeemeeeeqe--e-
. Prosedur Kerja
va Petugas Operasional|
(OPS)
Pemeriksaan kelengkapan bus sesuai form - Form BAPLJ 2 menit| Bus Laik Jalan . Prosedur Kerja
Ipemeriksaan bus dak Timer
ya
Pemeriksaan kelengkapan dokumen - Smart Card 2 menit| Bus Laik Jalan . Prosedur Kerja
perjalanan kendaraan dak . STNK Timer
------------ - Form KM Operator . Prosedur Kerja
ya - SIM Petugas Operasionall
- Kartu Pengawas (KP) (OPS)
Mencatat kilometer awal dan mereset trip padaj A - Form BAPLJ . Prosedur Kerja
oddometer Ej‘ - Form KM Operator Timer
Pemeriksaan visual dan fungsi pada lampu- - lampu panel 3 menit| Bus Laik Jalan . Prosedur Kerja
lampu (sesuai ?) <§i&k - lampu sain -
B - lampu utama . Prosedur Kerja
ya - lampu senja Petugas Operasionall
- lampu mundur (OPS)
- lampu kabin
- lampu rem




7. |Pemeriksaan visual dan fungsi lampu-lampu - klakson 3 menit| Bus Laik Jalan | 1. Prosedur Kerja
kendaraan (sesuai ?) 3 - sabuk pengaman Driver Timer
i - wiper
- spion
- pintu otomatis
~ handle grip penumpang
- AC (Air Conditioner) 2. Prosedur Kerja
- Audio dan running text
~ tempat sampah
- kantong plastik
ya - palu darurat Petugas Operasiona]l
- APAR (OPS)
EE ea - kotak P3K
8. |Pemeriksaan komponen kelengkapan bus 9} - rem 3 menit| Bus Laik Jalan | 1. Prosedur Kerja
- lampu utama Timer
. - AC (Air Conditioner)
- pintu hidrolik
- spion
- klakson
- lampu sain
- indikator menyala
9. |Selesai Bus siap 1. Prosedur Kerja
(Jj operasional Pramudi
2, Prosedur Kerja
Pramujasa




KETERANGAN SIMBOL

SEBUTAN

Nol. SIMBOL , ] _ _ _ DEFINISI -

1. Terminator Simbol ini digunakan untuk menggambarkan awal/mulai dan akhir suatu bagan alir.

2, Proses Simbol ini digunakan untuk menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan.

3. Pengambilan Keputusan Simbol ini digunakan untuk menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pelaksanaan

Q kegiatan.

4. D Konektor Simbol ini digunakan untuk menggambarkan perpindahan aktivitas dalam halaman yang berbeda.

S. l | Garis alir Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan atau arah instruksi langsung,
6. Garis alir putus-putus Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan yang harus diperbaiki atau)

‘---..-_--
‘.--

arah instruksi tidak langsung




SOP PEMERIKSAAN KESIAPAN OPERASIONAL BUS

1. Timer melakukan pemeriksaan bus 10 menit sebelum jam
pemberangkatan awal.

2. Timer melakukan pemeriksaan kebersihan bagian luar bus dan kondisi
bus sesuai Form Pemeriksaan Kendaraan.

3. Timer melakukan pengecekan kelengkapan bus sesuai Form Pemeriksaan
Kendaraan.

4. Timer memeriksa kelengkapan dokumen perjalanan kendaraan :

a. Smart card,

b. STNK;

c. Form KM Operator;

d. SIM; dan

e. Kartu Pengawasan (KP).

5. Timer mencatat kilometer awal sesuai dengan yang tertera pada odometer
dan mengecek indikator BBM.

6. Timer melakukan pemeriksaan visual dan fungsi pada lampu-lampu yang
ada, diantaranya:

Lampu panel;
Lampu sein;
Lampu utama;
Lampu senja,;
Lampu mundur;
Lampu kabin;
Lampu rem; dan

PR me o0 op

Lampu dashboard.

7. Timer melakukan pemeriksaan komponen kelengkapan bus, diantaranya:
Klakson,;

Sabuk pengaman driver;

Wiper;

Spion,;

Pintu otomatis;

Handle grip penumpang;

AC (Air Conditioner,

Audio dan running text;

FR o oA TP

[N
4

Tempat sampah;

j. Kantong plastik;

k. Palu darurat;

1. APAR; dan

m. Kotak P3K.
8. Setelah semua pemeriksaan selesai, Timer :

a. Memberangkatkan bus yang lolos pemeriksaan teknis, urutan
berdasarkan time table pemberangkatan; dan

b. Jika tidak sesuai dengan pemeriksaan teknis yang ditetapkan, bus wajib
untuk dilakukan perbaikan apabila mengalami kerusakan pada :




Rem;

Lampu Utama,;

AC (Air Conditionen;
Pintu Hidrolik;
Spion;

Klakson;

Lampu Sein; dan

Indikator mesin menyala.

——

-
-
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PEMERINTAH PROVINS] JAWA TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PENUMPANG DALAM BUS
ANGKUTAN AGLOMERASI TRANS JATENG

Jalan Siliwangi Nomor 355 - 357 Semarang 50146 Telepon 024-7604640, 7605660, 7605699
Faksimile: 024-7607697 Laman http:/ /www.perhubungan.jatengprov.go.id;
Surat Elektronik: perhubungan@jatengprov.go.id




LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR s 067/11/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PENUMPANG DALAM BUS

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Disahkan Oleh Kepala Dinas Perhubungan

Provinsi Jawa Tengah

Henggar Budi Anggoro, ST, MT
Pembina Utama Muda

NIP. 19710914 199703 1 006

Nama SOP Pelayanan Penumpang Dalam Bus

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknik Penyusunan dan
Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal
Angkutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar

Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan

aan Bermoto I

110 Claliarn 11 29

1. Memahami penyusunan laporan kegiatan;
2. Memahami tugas dan fungsi pelayanan penumpang dalam bus;
3. Memahami materi kegiatan.




7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Prosedur Kerja Koordinator Layanan 1. Alat e-Ticketing; 4, Berita Acara Kejadian
2. Prosedur Kerja Pramujasa 2. Tiket Manual 5. Dokumentasi Kejadian
3. Prosedur Kerja Pelayanan Penumpang Prioritas 3. Form Lembar Muatan Bus (LMB) 6. Handphone (WAG)
4. Prosedur Kerja Pelayanan Pembayaran Tiket
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila proses tidak cermat maka akan terjadi inefisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan] 1. Pencatatan secara manual dengan lembar kerja petugas (form) dan diparaf oleh]
pengguna jasa Angkutan Aglomerasi Trans Jateng pelaksana terkait,
2. Pendataan secara elektronik (komputer) dan difaporkan ke pejabat terkait.




Menggunakan moda transportasi Trans Jateng

Membantu penumpang yang akan naik dan turun dari segera penumpang - Prosedur Kerja
bus dengan posisi melangkah D terlayani Pramujasa
Mempersilakan terlebih dahulu penumpang yang segera penumpang . Prosedur Kerja
hendak turun sebelum mempersilakan calon _|| 1 terlayani Pramujasa
penumpang yang akan naik
Menginformasikan kepada penumpang terkait segera penumpang - Prosedur Kerja
ketentuan ruang bus bagian depan untuk penumpang I_!L_—I terlayani Pramujasa
pria dan ruang bus bagian belakang untuk penumpang e
wanita
Dalam hal terdapat kategori penumpang prioritas
a). Mempersilakan untuk menempati tempat segera penumpang . Prosedur Kerja
duduk/kursi prioritas atau ruang khusus bagi tid X prioritas Pramujasa
o e (S Y i terlayani
pengguna kursi roda(ada?) : a<li > erlay , Prosedur Karis
ya Pelayanan Pnp
; Prioritas
b). Meminta tolong kepada penumpang lain untuk ' segera penumpang . Prosedur Kerja
bersedia bergeser atau memberikan tempat duduk Ij prioritas Pramujasa
3 - t -
atau ruang khusus bagi pengguna kursi roda erlayani . Prosedur Kerja
Pelayanan Pnp
Prioritas
Memastikan semua penumpang telah duduk atau segera penumpang . Prosedur Kerja
berpegangan pada handle grip penumpang dan 4l_'j terlayani Pramujasa
menginformasikan Pramudi untuk melanjutkan —
perjalanan
Meminta pembayaran tiket biaya perjalanan segera penumpang . Prosedur Kerja
L I terlayani Pramujasa
. Prosedur Kerja
Pelayanan
Pembayaran Tiket
Menawarkan pola pembayaran non tunai (elektronik, - Alat e-Ticketing segera pembayaran . Prosedur Kerja
kartu atau aplikasi SiAnteng) dan tunai II_ I st Mantial terlayani Pramujasa
. Prosedur Kerja
Pelayanan

Pembayaran Tiket




9. |Menerima dan mencatat pembayaran non tunai l - Alat e-Ticketing segera pembayaran . Prosedur Kerja
maupun tunai $ésuai klasifikasi penumpang dan/atau 1 terlayani :
barang P pang ! l_.___l - Tiket Manual i Pramujasa
- Form LMB . Prosedur Kerja
Pelayanan
Pembayvaran Tiket
10. |Memberikan tiket sebagai bukti pembayaran sesuai - Alat e-Ticketing segera pembayaran . Prosedur Kerja
dengan klasifikasinya. Jl__:| - Tiket Manual terlayani Pramujasa
. Prosedur Kerja
Pelayanan
Pembayaran Tiket
11. |Menginformasikan setiap bus hendak mendekati \ segera penumpang . Prosedur Kerja
halte/tempat pemberhentian bus Ej terlayani Pramujasa
12. |Melaporkan dan bertanggung jawab atas setiap v - Berita Acara Kejadian segera informasi . Prosedur Kerja
kejadian di dalam bus saat perjalanan [: _D - Dokumentasi Kejadi tersampaikan Pramujasa
- Handphone (WAG) . Prosedur Kerja
Koordinator
Layanan
13.|Selesat d) Penumpang
dilayani dengan

baik




KETERANGAN SIMBOL

.
— e S e et

DEFINISI

No|. SIMBOL SEBUTAN ,. - - o
1. Terminator Simbol ini digunakan untuk menggambarkan awal/mulai dan akhir suatu bagan alir,
2, Proses Simbol ini digunakan untuk menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan.
3. Pengambilan Simbol ini digunakan untuk menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pelaksanaan kegiatan,
O Keputusan
4, Konektor Simbol ini digunakan untuk menggambarkan perpindahan aktivitas dalam halaman yang berbeda.
U
5. l ] Garis alir Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan atau arah instruksi langsung.
6. Garis alir putus-putus |Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan yang harus diperbaiki atau arahj

instruksi tidak langsung




SOP PELAYANAN PENUMPANG DALAM BUS
1.
2.

3.

Pramujasa meminta pembayaran tiket kepada penumpang.

Pramujasa menawarkan pola pembayaran non tunai dan tunai kepada

penumpang.

Pramujasa menerima pembayaran non tunai maupun tunai sesuai

klasifikasi penumpang&/barang, yaitu:

a. Sebesar Rp. 4.000,~ (empat ribu rupiah) untuk klasifikasi penumpang
umum;

b. Sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk klasifikasi penumpang
pelajar, buruh dan veteran dan dibuktikan sesuai persyaratannya:

1) Bagi Pelajar wajib menggunakan sepatu, berseragam sekolah (TK,
SD, SMP, SMA) atau menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa
(Perguruan Tinggi);

2) Bagi Buruh wajib menggunakan tanda pengenal dari perusahaan
(ID  Card), berseragam dan menunjukkan Kartu BPJS
Ketenagakerjaan asli; dan

3} Bagi Veteran wajib menunjukkan Kartu Tanda Veteran.

¢. Barang bawaan yang melebihi ketentuan dimensi (ukuran 50 x 30 x
30 cm) dikenakan tarif penumpang umum.

Pramujasa hanya menerima pembayaran berupa uang pas atau dalam
pecahan yang masih memungkinkan adanya kembalian, untuk
pembayaran tunai.

Dalam hal penumpang melakukan pembayaran menggunakan pecahan
besar, pramujasa berkewajiban:

a. meminta ulang pembayaran menggunakan uang pas atau pecahan
yang lebih kecil,;

b. menawarkan kepada penumpang lain untuk ditukar jika tidak
memungkinkan adanya kembalian; dan

c. menurunkan penumpang di halte terdekat untuk mencari uang
pecahan dan melanjutkan perjalanan pada bus berikutnya dengan
tetap berkomunikasi terlebih dahulu dengan Koordinator Layanan.

Setelah menerima pembayaran, Pramujasa wajib memberikan tiket
sebagai bukti pembayaran kepada penumpang sesuai dengan
klasifikasinya.

Pramujasa saat bertransaksi atau menjual tiket wajib menggunakan alat
e-ticketing dan mencatat jumlah penumpang pada form Lembar Muatan
Bus (LMB).

Apabila alat e-ticketing tidak dapat digunakan (trouble) atau mati total,
Pramujasa diperkenankan menggunakan tiket manual setelah
memberitahukan kepada Koordinator Layanan.




9. Setiap selesai 1 (satu) rit, Pramujasa melaporkan hasil penjualan tiket
kepada Admin Kasir dan setelah selesai 1 (satu) shift kerja, Pramujasa
menyetorkan total uang hasil penjualan tiket sesuai LMB dan print out
rekap alat e-ticketing kepada Admin Kasir.
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN BUS DI HALTE
ANGKUTAN AGLOMERASI TRANS JATENG

Jalan Siliwangi Nomor 355 - 357 Semarang 50146 Telepon 024-7604640, 7605660, 7605699
Faksimile: 024-7607697 Laman http://www.perhubungan jatengprov.go.id;
Surat Elektronik: perhubungan@jatengprov.go.id




LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR s 067/11/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN BUS DI HALTE

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah

DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH Henggar Budi Anggoro, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19710914 199703 1 006
Nama SOP Pelayanan Bus di Halte
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentaneg Ciota Keria:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknik Penyusunan dan

Penetapan Standar Pelayvanan Minimal,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal
Angkutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar
Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan
Kendaraan Bermotor Umum dalam Travek;

1. Memahami penyusunan laporan kegiatan;
2. Memahami tugas dan fungsi pelayanan bus di halte;
3. Memahami materi kegiatan.




7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Gubemnur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1, Prosedur Kerja Pramujasa 1. Form LMB
2. Prosedur Kerja Pramudi

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila proses tidak cermat maka akan terjadi inefisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan| 1. Pencatatan secara manual dengan lembar kerja petugas (form) dan diparaf ole
pengguna jasa Angkutan Aglomerasi Trans Jateng pelaksana terkait,

2. Pendataan secara elektronik (komputer) dan dilaporkan ke pejabat terkait.




proalst:

. |Bu

mendekati halte atau titik halte

. |Mengurangi kecepatan dan mengambil lajur
kiri

1. Prosedur Kerja

Bisa duduk di kursi prioritas

Pramudi
Menginformasikan kepada penumpang bahwa 5 detik | penumpang . Prosedur Kerja
bus hendak mendekati halte/tempat terlayani Pramujasa
pemberhentian dan menawarkan kepada
penumpang, apabila ada yang akan turun
Memastikan keberadaan calon penumpang 5 detik | penumpang . Prosedur Kerja
pada halte berikutnya ada-/ tidak calon . / terlayani Pramujasa
penumpang yang akan naik \
va
Dalam hal ada penumpang di halte berikutnya
a). Menginformasikan kepada pramudi bahwa) 2 detik informasi
ada calon penumpang pada halte/tempat I_.L_J tersampaikan
|____pemberhentian bus s e
b). Bus berhenti dan buka Pintu Otomatis. 10 detik . Prosedur Kerja
Posisi bus berhenti harus sejajar dengan Pramiidi
halte dan jarak maksimal 40cm atau satu
langkah kaki. Halte yang tidak bisa
merapat karena kondisi tertentu, dapat
menggunakan pintu depan
c). Mengambil posisi melangkah antara bus 2 detik | penumpang . Prosedur Kerja
dan halte IJ’—| terlayani ——
d). Mempersilakan penumpang yang turun 1 Form LMB penumpang . Prosedur Kerja
terlebih dahulu kemudian yang naik i—]L‘I terlayani Pramujasa
e). Menginformasikan ketentuan terkait informasi . Prosedur Kerja
pembagian ruang penumpang pria dan tersampaikan Pramujasa
wanita
f). Ada/tidak penumpang priotitas penumpang . Prosedur Kerja
terlayani Pramujasa




dengan baik,

#). Memastikan semua penumpang sudah l informasi 1. Prosedur Kerja
duduk-atau sudal berpegangan pada I ] tersampaikan Pramujasa
handle grip, Menginformasikan untuk

Janiut! ial
h). Menutup Pintu Otomatis dan melanjutkan é 10 detik . Prasedur Kerja,
perjalanan Eﬁ Pramudi
Dalam hal tidak ada calon penumpang di O
halte/tempat pemberhentian bus berikutnya
tetapi ada penumpang yang akan turun
a). Menginformasikan kepada Pramudi bahwa 2 detik informasi
P
terdapat penumpang yang akan turun ;]l I. .......... )I I tersampaikan

b). Membuka pintu otomatis setelah bus 10 detik . Prosedur Kerja
benar-benar berhenti di halte/tempat I'jj Pramudi
pemberhentian bus

¢). Mengambil posisi melangkah antara bus \ 2 detik | penumpang . Prosedur Kerja
dan halte I_j terlayani Pramujasa

d). Mempersilakan penumpang yang turun B 1 Form LMB penumpang . Prosedur Kerja

O """""""" terlayani Pramujasa
€). Memastikan tidak ada calon penumpang di informasi . Prosedur Kerja
-area sekitarhalte. ~ f |- ----fl | tersampaikan Pramujasa
Menginfokan Pramudi untuk melanjutkan
| perjalanan

f). Menutup Pintu Otomatis dan melanjutkan (fb 10 detik . Prosedur Kerja

perjalanan Pramudi
Dalam hal tidak ada penumpang di halte| [J
berikutnya
a). Tetap mengurangi kecepatan kendaraan . Prosedur Kerja
saat mendekati halte/tempat|
pemberhentian bus; dan { Pramudi
b). Menginformasikan kepada Pramudi bahwal 2 detik informasi
tidak ada calon penumpang di 3 tersampaikan
halte/tempat pemberhentian bus. | I- ------------ )I [
Selesai A Penumpang
terlayani




KETERANGAN SIMBOL

P I
«

INo|[ 'éi'ifiéif*" 1 ~ SEBUTAN , 7 ) ' DEFINISI ) o ,
1. D Terminator Simbol ini digunakan untuk menggambarkan awal/mulai dan akhir suatu bagan alir.
2. Proses Simbol ini digunakan untuk menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan.
3. Pengambilan Keputusan Simbol ini digunakan untuk menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pelaksan
Q kegiatan.
4, Ij Konektor Simbol ini digunakan untuk menggambarkan perpindahan aktivitas dalam halaman yang berbeda.
5. Garis alir Simboel ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan atau arah instruksi
l__‘ langsung.
6. Garis alir putus-putus Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan yang harus diperbaiki atau|

arah instruksi tidak langsung




SOP PELAYANAN BUS DI HALTE
1.

2.

Bus wajib mengurangi kecepatan dan mengambil lajur kiri saat hendak
mendekati halte/tempat pemberhentian bus.

Pramujasa menginformasikan kepada penumpang bahwa bus hendal
mendekati halte/tempat pemberhentian bus, dan menawarkan kepad
penumpang.

Pramujasa memastikan di halte/tempat pemberhentian bus ada atau
tidaknya calon penumpang yang akan naik.

Dalam hal terdapat calon penumpang di halte/ tempat pemberhentian bus:
a.

b.

h. Pramudi menutup pintu otomatis dan melanjutkan perjalanan.
Dalam hal tidak ada calon penumpang di halte/tempat pemberhentian bus
tetapi ada penumpang yang akan turun :
a.

b.

d. Pramujasa mempersilakan penumpang yang akan turun;

. Setelah pintu terbuka Pramujasa dalam posisi melangkah (satu kaki

. Pramujasa mempersilakan terlebih dahulu penumpang yang hendak

. Setelah memastikan semua penumpang telah duduk atau berpegangar

. Setelah pintu terbuka Pramujasa dalam posisi melangkah (satu kak

. Setelah memastikan tidak ada calon penumpang di area sekitar halite,

TR

Pramujasa menginformasikan kepada Pramudi bahwa terdapat calo
penumpang di halte/tempat pemberhentian bus;

Pramudi membuka pintu otomatis setelah bus berhenti di halte/tempa
pemberhentian bus sesuai ketentuan :

=

(a3

1) Posisi bus dengan halte harus sejajar;
2) Jarak antara lantai bus dan lantai halte adalah 40cm atau satu

langkah kaki; dan
3) Untuk halte yang tidak memungkinkan bus merapat karena kondisi

khusus, Pramujasa bisa menggunakan pintu depan untuk naik
turun penumpang.

pada lantai bus dan satu lagi pada lantai halte) untuk membantu
penumpang yang akan turun dan naik;

turun sebelum mempersilakan calon penumpang yang akan naik;

. Pramujasa menginformasikan terkait ketentuan ruang bus bagian depan

untuk penumpang pria dan ruang bus bagian belakang untu
penumpang wanita;

Apabila  terdapat kategori penumpang prioritas, Pramujasa
mempersilakan untuk menempati kursi prioritas;

(=]

pada handle grip penumpang, Pramujasa menginformasikan Pramudi
untuk melanjutkan perjalanan; dan

Pramujasa menginformasikan kepada Pramudi bahwa terdapat
penumpang vang akan turun;

Pramudi membuka pintu otomatis setelah bus benar-benar berhenti d
halte/tempat pemberhentian bus;

=

—

pada lantai bus dan satu lagi pada lantai halte) untuk membantu
penumpang yang akan turun;

Pramujasa menginfokan Pramudi untuk melanjutkan perjalanan; dan |

Pramudi menutup pintu otomatis dan melanjutkan perjalanan.




6. Dalam hal tidak ada calon penumpang di halte atau tempat
pemberhentian:

a. Pramudi tetap mengurangi kecepatan kendaraan saat mendekati
halte/tempat pemberhentian bus; dan

b. Pramujasa menginformasikan kepada Pramudi bahwa tidak ada calon
penumpang di halte/tempat pemberhentian bus.
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PENUMPANG PRIORITAS
ANGKUTAN AGLOMERASI TRANS JATENG

Jalan Siliwangi Nomor 355 - 357 Semarang 50146 Telepon 024-7604640, 7605660, 7605699
Faksimile: 024-7607697 Laman http://www.perhubungan.jatengprov.go.id;
Surat Elektronik: perhubungan@jatengprov.go.id




LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR s 067/11/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENUMPANG
PRIORITAS

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan Oleh Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH Henggar Budi Anggoro, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19710914 199703 1 006
Nama SOP Pelayanan Penumpang Prioritas
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah

2.

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknik Penyusunan dan

Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan

Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum dalam Trayek;

. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

1. Memahami penyusunan laporan kegiatan;
2. Memahami tugas dan fungsi atas pelayanan terhadap penumpang prioritas;
3. Memahami materi kegiatan.




1, Prosedur Kerja Pramujasa

1. Handphone (WAG)

2. Prosedur Kerja Petugas Kebersihan

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Apabila proses tidak cermat maka akan terjadi inefisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan
pengguna jasa Angkutan Aglomerasi Trans Jateng

1. Pencatatan secara manual dengan lembar kerja petugas (form) dan diparafj
oleh pelaksana terkait,

2. Pendataan secara elektronik (komputer) dan dilaporkan ke pejabat terkait.




Calon penumpang prioritas yang akan naik :

1.

2. |menginformasikan dan menunggu hingga bus - Handphone (WAG) menit informasi . Prosedur Kerja
tiba untuk membantu pramujasa menaikkan [ : L'L tersampaikan Petugas Kebersihan
calon penumpang; dan

3. |menginformasikan ke Pramudi untuk menit informasi . Prosedur Kerja
membantu menaikkan penumpang prioritas; JJ tersampaikan Pramujasa

4. |membantu calon penumpang tersebut untuk menit| penumpang . Prosedur Kerja
naik ke dalam bus hingga duduk di tempat] I'_J% terlayani Pramujasa
ya..ng.telah disediakan khusus bagi penumpang]| L . Prossdton Kais
prioritas;

Petugas Kebersihan

5. |membantu menaikkan barang bawaan , menit| penumpang . Prosedur Kerja
penumpang tersebut (jika ada); dan Eji_.ij terlayani Petugas Kebersihan

6. |setelah  penumpang duduk, Pramujasal . penumpang . Prosedur Kerja
menginformasikan ke Pramudi untuk dapat ( ) terlayani Pramujasa

7. |Penumpang prioritas yang hendak turun dari
bus :

8. |menginformasikan ke Pramudi dan Petugas - Handphone (WAG) menit informasi . Prosedur Kerja
Kebersihan untuk membantu menurunkan 'jj tersampaikan Petugas Pramujasa
penumpang prioritas;

9. |membantu penumpang tersebut untuk turun menit| penumpang . Prosedur Kerja
dari dalam bus hingga keluar halte; IJ l terlayani Pramujasa

. Prosedur Kerja
Petugas Kebersihan

10. |membantu pramujasa menurunkan \ menit| penumpang . Prosedur Kerja
penumpang dan/atau barang yang dibawa (jika I | .l I terlayani Petugas Kebersihan
ada) dari bus hingga keluar halte;

11.|Pramujasa menginformasikan ke Pramudi] , menit| penumpang . Prosedur Kerja
untuk melanjutkan perjalanan. @ terlayani Pramujasa







